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Permasalahan dalam penelitian ini -

Apa hak dan kewajiban penanggung dalam perjaniian
penanggung dan bagaimana bentuk tanggung gusat penanggung

Dokumen apa vang diperlukan dalam pembuatan perjaniian
renanggungan 7 dan dapatkah pengajuan gugatan ul =h  bhank
didasarkan pada prinsip tanggung rentensg (Joint liability)

Ly

manakala debitur lalai 7

Penelitian i1ini bertujusan untuk memahaml kewsjiban
penanggung, balk personal msupun corporate dan  dokumen-
dokumen yvang diperlukan dalam penyusunan perjaniian penang-
gung. Mengksdli apakah prinsip “Joint lisbkility”™ dapat
diterapksn dalam pengajuan gugatan oleh bank.

Penelitian ini diharspksn memperkayva sumber informasi
tentang lembaga hukum Jjaminan pada umumnya, dan lembags

renanggung pada khususnya. Sebagsal tambashan referensi bagi
legal officer bank dalam menghadapi perjanjian kredit vang
dijamin dengan Personal Guarantee atasu Corporate Guarantee.

*



Metode Penelitian :

Penelitian inl merupskan penelitian hukum yang bersi-
fat deskriftif analistis vang diwviuvdkan dalam bentuk
pemaparan mengenai tecori dan konsep hukum teatang lembaga
penanggungan dengan sejauh mungkin juga menggunakan metode
perbandingan.

Bzhan hukum dalam penelitian ini tTerutama adalsah
turap rerundang-undangan vang berksitan dengan lembaga

A
penanggungan. Penggalian bahan Jjuga dilakukan dengan men-
cari dan menemukan formulir-formulir yvang telah disiapkan
olek bank dalam pembuatan perjanjian penanggungan dengan
menyorot klausula yang distur di dalamnya.

selurvh bahan hukum akan diclsh dan dianalisis sejauh

levan dengsn permasalahan vang telash diruvmuskan. Analisis
dilakukan dwngdn bertitik tolsk dari teori dan koneep yvang
ads yvang diperoleh dari. literatur dan dokumen perjanjian
penanggungan vang dibuat oleh bank.
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Dizlam praktek rembustan perianjian ensnggungan
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anvek dilskukaen peanvimpengsn terhadasr haek penasnggung dalamn
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hel penuntutan rembavaran atauy pelunassn ultang.

Konstrakeil hukum vang digunakan dalam hal ini adalah
"pelebasan hak”. Tanggung gugat rpenanggung digantungksen
radas situssi speksh debitur beradse dalsam keadasn lslai atau
tidesk. Pasal 1131 Jjo 1132 KUH Perdata berlaku Juga bagi
penanggung dalam kapasitas sebagai debitur, manaskala debi-
tur {utamas) dalam keadaan lalsi. terhadap narte
privadi/aset perusahesn kedudukan kreditur adalah kreditur
konkuren.

Dalam perganWLFn renanggungan secars pribadi diperlu-

kan sdanya 'spous letter” untuvk melindungi kepentingan

ditur. Dalam hdl corporate guarantee perlu perhatisn

terhadap anggaran dasar untuk menjamin dipenuhinya syarat
formil vang diharusksn oleh anggaran dasar.

Saran yang dapat diberikan :

Lembags penanggungan merupakan konstruksi hukum yang
sengst penting dan banyak digunaksn dslam praktek, terutams
dalam dunis perbankan. Dalam rangka mpmbﬁrikan kepeastian
hukunm vang lebih baik perlu diciptakan o o
merupakan penvempurnaan ddari pervenegk
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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Pemurah atas
segala rahmat-Nya sehinggs penelitian ini dapat diselesai-
kan tepat pada waktunya. Penelitian dengan topik Tanggung
Gugat penanggung beranjak dari pemikiran tentang pentingnya
pemahaman kewajiban Penanggung sebab lembaga penanggungan
banyvak digunakan dalam rraktek pembuatan perjanjian kredit.

Titik berat penelitian ini ditujukan pada hak dan
kewajiban penanggung, luasnya tanggung gugalt penanggung,
aspek dokumentasi hukum dalam perbuatan perjanjian penang-
gung dan penerapan prinsip "Joint liability” dalam hal
terjadi kelalaian di pihak debitur.

Ucapan terima kasih sampaikan kepada Pimpinan Lembaga

Penelitian Universitas Airlangga yang atas nama Rektor'

telah memberikan kesempatan dilakukannya penelitian ini.
Kepada semua pihak vyvang ikut membantu terselesaikannya
prenelitian ini kami Jjuga menyampaikan terima kasih.

Akhirnya kami berharap penelitian ini dapat berman-—

.faat bagi setiasp pembacanya.

Surabaya, Januari 18598

Peneliti,
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BAB 1

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Salah satu prineip yang harus dipegang dalam pemberi-
an kredit oleh lembaga perbankan adalah adanya Jaminan
(collateral) vyang harus diberikan oleh nasabah peminjam
{(debitur) kepada bank (kreditur). Meskipun tidak secara ek-
splisit dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1892
tentang Perbankan, tetapi prinsip tersebut telah diakomodir
dalam Pasal 8 yang di dalamnya ditegaskan bahwa dalam
memberikan kredit, Bank Umum wajib mempunyai keyakiﬁan atas
kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya
sesuai dengan yang diperjanjikan. Penjelasan dari Pasal 8
Ungﬁng—undang tersebut lebih tegas menyatakan bahwa kredit
vang diberikan oleh bank mengandung risiko. Artinya ter-
dapat kemungkinan kredit tidak dapat dilunasi oleh debitur

vang pada gilirannya akan merugikan dan mengancam kelang-

- sungan usaha suatu bank. Dalam rangka menghindari situasi

vang demikian itu diperlukan upaya guna memastikan bahwa
kredit yang dikucurkan oleh bank akan terbayar atau diluna-—
gi- oleh debitur. Dalam kaitan ini upaya vyang dimaksud

adalash perolehan Jjaminan bagi bank.
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Dari segi obyeknyva dikenal dua macam lembaga Jaminan
vaitun Jjaminan kebendaan dan Jjaminan orang. Lembaga jamigan
dengan objek kebendaan terdiri atas, Hipotik Gadai, Crediet
Verband, Feo dan Hak Tanggungan. Sedangkan lembaga Jaminan
orang dapat berupa "Personal Guarantee"” bila yang bertindak
selaku penjamin atau penanggung adalah orang secara priba-
di, dan dapat pula berbentuk "Corporate Guanrantee” bila
vang menjamin adalah badan hukum.

Dalam lembaga penanggungan utang (personal/corporate
guarantee) terdapat tiga pihak vyang terkait, vyaitu bankﬁ.
{kreditur), debitur dan pihak III sebagai renjamin (guaran;
tor}. Perjanjian uvtang piutang antara bank deﬁgan debitur
merupakan perjanjian pokok,  sedangkan perjanjian penang-
gungan antara bhank dengan penjamin merupakan rperjanjian
tambahan (accessoir). Inti dari perjanjian penanggungan
adalah bahwa apabila debitur 1lalai membayar utangnya
{(default /wanprestasi), penjamin wajib membayar utang terse-
but kepadsa kreditur (Pasal 1831 KUH Perdata). Dengan demi-
kian tanggung éugat r(liability) penjamin dapat dituntut
setelah debitur dinyatakan lalai.

Gambaran di - atas selanjutnya membawa konsekuensi
hukum bank harue melalui dua tahap pengajuan gugatan mana-
kala debitur wanprestasi, yaitu : pertama, gugatan terhadap

debitur sendiri, dan kemudian apabila harta debitur tidak



P

mencukupi. diajukan gugatan kedua terhadap penjamin. Upaya
hukum vyang akan ditempuh bank akan menjadi panjang dan
karenanya tidsk efisien.

Dalam praktek terdapat terocbosan dengan melakukan
gugatan secara bersama-sama baik terhadap debitur maupun

penjamin atas dasar tanggung renteng (Joint liability)

seperti dalam kasus BALFOUR WILLIAMSON & Co., Ltd. London

-{Putusan Mahkamah Agung RI No.3847 K/Pdt,/1989 tanggal 22

Oktober 1883). Hal ini‘menimbulkan pertanyaan apakah landa-
san tanggung renteng (Jjoint liability) dalam kasus perjan-
Jjian penang-gungan dapat dibenarksn menurut sistem hukum
Indcnesia.

) Perjanjian renanggungan pada dasarnya merupakan
pegangan bank untuk menjamin bahwa kredit yang telah di-
berikan akan dilunasi. Dengan demikian diperlukan perhatian
terhadap dokumen-dokumen hukum vyvang relevan dalam rangks
rembuatan perjanjian tersebut, baik yang bersifat personal
tpersonal guarantee) maupun yang menyangkut badan hukum
{corporate guarantee). Pemshaman terhadap hak dan kewajiban
para pihak dalam perjanjian penanggungan dan ‘perbedaan
karakteristiknya dengan lembaga Jaminan lain penting tidak

saja bagl bank tetapi Juga bagi penjamin.



2. Rumusan Masalah

1. Apa hak dan kewajiban penanggung dalam perjanjian pe-
nanggungan dan bagaimana bentuk tanggung gugat penang-
sung ?

2. Dokumen apa yang dipérlukan dalam pembuatan perjanjién
penanggungan ? |

3. Dapatkah pengajuan gugatan oleh bank didasarkan pada

prinsip tanggung renteng (Jjoint 1liability) mensksl:z
debitur lalai ?
3. Tui p 1it]
Memahami Xkewaiiban oDensussons . o2l versons)
P
oorporate dan o § TEAATLE E TEv Salam renyu—

sunaT SR L= ST zrakah prinsip
“doint tiaskility) dapat diterapkan dalam pengajuan gugatan

cleh bank manskala debitur lalai. Memahami prosedur dan
tata cara. pemblokiran dari penyitaan harta penanggung yang

menjamin piuvtang negara.

4. Manfaat Penelitian
- Penelitian ini diharapkan memperkava sumber informasi
tentang lembaga hukum Jjaminan pada umumnya, dan lembaga

penanggung rada khususnya.
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2. Rumusan Masalah

1. Apa hak dan kewajiban penanggung dalam perjanjian pe-
nanggungan dan bagaimana bentuk tanggung gugat penang-
sung 7

2. Dokumen apa yang diéerlukan dalam pembuatan perjanjian
penanggungan ?

3. Dapatkah pengajuan gugatan oleh bank didasarkan; pada

rrinsip tanggung vrenteng (Jjoint liability) mansksls

debitur lalai ?

3. Tui Peneliti

Memahami kewailban

il . Denyl
& R I I B o . Mengkaii =2prasksh prinsip
“aoint itianility’ darat diterapkan dalam pengajuan gugatan

oleh bhank manskala debitur lalai. Memahami prosedur dan
tata cara pemblokiran dari penvitaan harta penanggung yang

menjamin piutang negara.

4. Manfaat Penelitian
-~ Penelitian ini diharapkan memperkaya sumber informasi
tentang lembaga hukum Jjaminan pada umumnya, dan lembaga

penanggung pada khususnya.



Sebagai tambahan referensi bagi legal officer bank dalam
menghadapil perjanjian kredit yang dijamin dengan "Perso-
nal Guanrantee” atau "Corporate Guanrantee". Demikian
pula bagi penangsung, prenelitian ini diharapkan sebagai

referensi untuk memahami luasnya kewajiban seorang pe-

nanggung berikut tanggung gugatnya.

Penelitian ini Jjuga bermanfaat bagi pararpraktisi teruta-
ma bila menghadapi kasus yang berkaitan;dengan‘sengketa

dalam pelaksanaan perjanjian penangsungnya.



BAB 11

TINJAUAN PUSTAKA

Pasal 1820 KUH Perdata menentukan penanggungan adalah
suatu perjénjian. dengan mana seorang pihak ketiga, guna
kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi
perikatannya si berutang manakala orang ini sendiri tidak
memenuhinyé. Délam sistem Common Law, misalnya Australia,
ditentukan A4 guarantee Iis a promise by which one person,
called the guarantor or the surety undertakes to answer for
the present or future cobhligation of another, called the
principal debtor” (Alan L. Tyree, 1995, p. 380).

Dalam sistem Common Laﬁ penanggungan meliputi "sure-

e

ty (kesanggupan untuk membayar ganti rugi), sedangkan
sistem Indonesia tidak; dalam sistem kita penanggungan
terbatas pada penanggungan utang. Perjanjian penanggungan
bersifat "accessoir", sedangkan "surety' bersifat mandiri.
(Setiawan, 1996, h. 128).

Dalam penanggungsan penjamin tidak memberikan sesuatu
barang vang spesifik Asebagai Jaminan kepada‘ bank, dan
katenanyé penangguhg menjamin dengan seluruh harta ke-
kayaannya. Bank yvang menerima jaminan pribadi tidak mempun-—
yvai preferensi melainkan duduk sebagai  kreditur konkuren

(Kartini Mulyadi, 1889, -h. 7).

|:|\



Sejauh penanggungan vang diberikan oleh corporate
[corporate guarantee), "letter of guarantee” dapat diberi-
kan oleh direksi dengan suatu "approval’ dari dewan komisa-
ris dan hal tersebut harus dipublikasikan (Munir Fuady,
1987, h. 287). Penanggungan Vvang diberikan oleh pribadi
harus mendapatkan persetujuan dari suami atau istri yang
bersangkutan (Setiawan, 1886, h. 123).

Lembaga penanggungan tidak hanya mencakup hubungan
dalasm perjanjian kredit. Termasuk Jjuga ke dalam lembaga
penanggungan adalah Jaminan berupa pernyataaﬁakesanggupan
vang diberikan oleh ceocrang pihsak ketiga, guna menjamin
pemenvhan kewajiban-kewajiban debitur kepada pihak kreditur
apabila debitur yvang bersangkutan cidera janji. Bank Garan-—
si merupakan contoh hubungan penanggungan esebagaimans
dimaksud tadi.

Bank garansi mempunyai fungsi vang sangat penting
dalam dunia industri dan ﬁerdagangan,-terutama dalam rangka
memperlancar arus lalu lintaé barang dan Jasa. Landas hukum
vang mengatur bank garansi tetap mengacu pada ketentuan
tentang lembaga penanggungaﬁ vang terdapat dalam Pasal
1820- Pasal 13850 KUH Pefdata. Secara khusus, terutama yang
mengatur segi-segi administratif, Bank garansi diatur
berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia

No.23/72/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 dan Surat Edaran



i o

Bank Indconesia (SEBI) kepada Bank Umum, Bank Pembangunan,
Bank Tabungan dan Lembaga Keuangan bukan Bank di Indonesia
Nomor 23/5/UKU tanggal 28 Februari 1991.

Sementara itu berkaitan dengan prosedur pergajuan

, ‘gugatan oleh kreditur manakala debitur lalai; ‘landasan
‘Thukum yang‘digunakan sebagai acuan adalah Pasal 1831 EKUH

Perdata yang menyatakan

"51i Penanggung tidaklah diwajibkan membayar kepada

5 &i
berpiutang, selainny jika =i berutang lalai, sedang-
kan benda-benda si berutang ini harus lebih dahulu
disgsita dengan dijusal untuvk melunasi utangnya’.
Sedangkan Pasal 118 ayat (2} HIER menvebutkan :

» R, Jika antara orang yang digugat itu seorang
vang benar berutang dengan seorang penanggungnyva,

maka ..... tuntutan itu diajukan kepada ketua pengad-
ilan negeri di tempat orang yvang benar berutang atau
galah satu seorang dari pada orang yang benar beru-
tang’ .



BAB III

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Masalah

Pemilihan metode penelitian ini disesuaikan dengan
batasan permasalahan. Penelitian ini merupakan penelitian
hukum yvang bersifat deskriftif analistis. Karakter deskrif-
tif diwujudkan dalam bentuk pemaparan mengenai teori dan-
konsep hukum tentang lembaga penanggungan dengan sejauh
mungkin, Jjuga menggunakan metode perbandingan. Analisis
dilakukan terhadapr instrumen hukum yang mengatur lembaga
penanggung dengan berpijak péda teori-teori dengan konsep
vang ada. Termasuk pula yang menjadi sorotan adalah yuris-

prudensi yang relevan.

2. Bahan Hukum

Bahan hukum dalam Apenelitian ini terutama adalah
shuran perundang-undangan yang berkaitan dengan lembaga
penanggungan termasuk pula ke dalam ketentuan yang bersifat
administratif. Bahaﬁ hukum yang lain, diperoleh dari lite-
ratur guna menemukan teori dan konsep tentang lembaga
penangungan. Penggalian bahan juga dilakukan terhadap

formulir-formulir yang telah disiapkan oleh bank dalam

-



perbuatan perjanjian penanggungan dengan menyorot klausula

vang diatur didalamnya.

Bahan hukum utama vang berupa perundang-undangan
diinventarisir dengan menggunakan pcla hirarkhi. Dengan
pola ini akan‘tersusun aturan tentang lémbaga penanggungan
vang akan digunakan sebagai landasan dalam memccahkan

masalah vang diajukan. Dengan lansgksh tovesiord sasrn 1o io-

sun bahan kajiizn mebaon ! oorins
Lamal 10 - Tmoool = =y Fasa, 1131 4o Fasal 1132

o - - . - - FAL I Y TTTTT
~uzz1 118 avat (2 IR

2. Undang-undeng No.l Tahun 1885 tentang Persercan Terbs-—

d. Undang-undang No.7 Tahun 1982 tentang Perbankan.
e. Yurisprudensi MARI Nomof : 3847 K/Pdt/1988 tanggal 2Z
Oktober 1983.
f. Keputusan Direksi Bank Indonesia No.23/72/KEP/DIR tang-
gal 28 Februari 19891.
2. SEBI NomorVZB/B/UK tanggal 28 Februari 1981.
Seluruh bahan hukum tersebut akan di olah dan disna-
lisis sejauh vang relevan dengan permasalah vang télah

dirumuskan. Analisis dilakukan dengan bertitik tolak dari



teori dan konsep yvang ada yang diperoleh dari literatur dan
dokumen perjanjian penanggung yang dibuat oleh yang mewalki-

1i unsur swasta dan bank pemerintah di Surabaya.



BAB IV
HASTI. DAN PEMBAHASAN

1. Hak dan Kewajiban Penanggung

Pasal 1820 KUH Perdata menyvatakan bahwa yang dimaksud
dengan Penanggungan adalah suatu ’perjanjian dengan mana
Seorang pihak ke tiga, guna vkepentingan si  Berpiutang
mengikatkanvdiri untuk memehubi perikatannyva si Berhutang.
manakala orang‘ini sendiri tidak memenuhinya.

Dari batasan yvang terdapat dari paéal 1820 KUH Perda-
ta tersebut dapat diketahul hrahwa yang dimaksud dengan
penanggung adalah ﬁihak ketiga. Yang dimaksud dengan pihak
ketiga dalam hal ini adalah orang yang secara pribadi atau
badan hukum. Manakala bertindak selaku penanggung adalah
orang pribadi maka kita menyebut.lembaga tersebut sebagail
Jaminan pribadi (personal guarantee). Apabila yang bertin-
dak selaku penanggung adalah' rerusahaan, maka lembaga
tersebut dikenal sebagail Jaminan perusahaan (corporate
guarantee. (Mariam Darus Badrulzaman, 1998, h.2)

Dalam. sistem Common Law, sebagaimana dikatakan oleh

Turner, yang disebut penanggung adalah :




e-.. A contract made by one person with another to
answer for the debt or obligation of a third person
should the latter default. In other wordes, it is a
promise made by one person (the guarantor or the
surety) to another (the creditor) that should a third
pergon (the principal debtor) fzil to carry out the
cbligation made with the creditor, the guarantor will
be answerable to the creditor. (Clive_Turner, 1985,
P,485) '
Dari dua batasan diatas dapat dilihat bahwa penang-

gung pada dasarnya merupakasn suatu perjanjian yang lahir
atay dibuat setelsh adanya perjanjian utang-piutang ini
merupakan perjanjian pokok, sedangkan perjanjian penanggun-—
gan bersifat sebagail tambahan. Eksistensi perjanjisn pe-
nanggungan bergantung pada perjanjian pokonya, perjanjian.
ini lahir karena adanys perjanjian pokok, dan apabila
pefbanjian rokok hapus atau berakhir, maka dengan sendiri-
nya penangungsn juga berakhir. Dari karakter yang dimiliki
ity perjanjian penanggungan dikatakan bersifat accegoir.
Dalam prraktek sifat accesoir dalam perjanjian penang-
gungan banysk disimpangi. Hal ini disebabkan karena hampir
semua perjanjian penanggungan mengesampingkan hak penangung

agar kreditur menuntut pembayaran terlebih dahulu kepada

debitur manakals debitur ini lalai.



Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1831 KUH Perdsata,
penanggung tidak wajib membayar kepada kreditur kecuali
Jika debitur lalai membayar utangnya, sedangkan benda-benda
si debitur ini harus lebih dahulu disita dan dijual untuk
melunacsi hutangnya. |

}’,Pényimpangén terhadap hak—hak'penanggung sebagaimana
telahAditétapkan dalam undang—undang daéét;dilakukan dengan
menggunakan\konstruksi hukum “pﬂlﬁpﬂaan_hak“- Dengan adanya
éelepésa$ bhak tersebut penanggung tidak  dapat menuntut )
supaya benda debitur lebih dahulu disita dengén dijual
vuntuk melunasi hutangnya.

Pasal 1832 KUH Perdata vang mengatur tentang penyim-
paﬂéan. terhadap» Pasal 1831 EKUH Perdata menetapkan bahwa
penangéung tidak dapat menuntut supaya benda-benda si
berutang lebih dahulu diesita dengan dijual untuk melunasi
hutangnva :

1. Bila ia telah melepaskan hak istimewanya untuk menuntut
supava benda-benda si berutang disita dan dijual.

2. Apabila ia telah mengikatkan diri hersamas-sama berutang
utama secara tanggung-menanggung.

3. Apabila si berutang dapat memajukan suatu tangkisan yvang
lainnya mengenai dirinyva sendirinya secara pribadi.

4. Jika si berutang berada di dalam keadaan pailit.

5. Dalam hal penanggungan vang diperintahkan oleh hakim.



Lo -

Praktek di dunia perbankan menunjukkan bahwa peluang
renyimpangan terhadap ketentuan yang mengatur hak pensng-
gung sebagaimana diatur dalam Pasal 1831 KUH Perdata diman-
fantkan sepenuhnya karena adanya kKetentuan dalam Pasal 1832

KUH Perdata. Hal ini dapat dipahami kareﬁa apabila debitur

benar-benar berada dalam keadsan lalai, sementara dalam

perjanjian penanggungannya tidak diatur klausula pelepasan
hak penanggung., maka upaya hukum guna memperitshankan hak
bank kreditur akan sangat panjang.

Sebagail contoh klausula dalam perjanjian penanggungan
vang mengatur penyimpangan terhadap hak istimews penanggung
dapat berikut ini : '

a}i;T. Lautan Berlian International Bank

"Bahwa untuk menjamin, pelunasan sebagaimanamestinya dari
gegala hutangnya yang dijamin kepada antara lain Lautan
Berlian International Baﬁk baik berupa uvang yang dipinjam
dan diterimanya, baik berdasar éerjanjian kredit ....
demikian dengan melepaskén hak (garis bawah Y35S) untuk
diluangkan dahulu atau pembagian utang dengan segala hak
utama dan ekesepsi (gapis bawah YSS) yang oleh undang-undang
diberikan kepada penjamin, terutama vyang disebut dalam
Pasal 1831, 1833, 1837, 1842, 1848, dan 1849 KUH

Perdata ....



hak  vang “oapat

b} PT. Bank Surya Indonesia.

"Bahwa pengikatan diri sebagai Penanggung (Borg) ini dila-
kukan dengan melepaskan segala hak-hak pendahuluan dengan
hak istimewa serta eksepsi yang diberikan undang-undang

kepada penanggung {(garis bawah YSS) terutama untux

pelunasan lebih dahulu den

e BEpErTi
aalam .- 1333, 1837, 1843, 1848. 1848
AU merdatal”
o, PT. Bank Bali

Dengasn menuniuk pada Pasal 1832 KUH Perdata, Penjamin
setuiy bahwa Jjaminan vasng dikerikan berdasar periasnjian ini

denga etiap hak

[Nid
[}
o]
[£1]

kepada Bank, Penjamin melepaskan semu
se;ta hak—hak utama (gsris bawah YS3) yang oleh reraturan
hukum yvang berlaku diberikan kepada seorang penjamin (borg)
antara lain .... Hak-hak dengan hsk-hak utama yvang termak-
tub dalam Pasal-Pasal 1430, 1831, 1837, 1838, 1843, dengan
Pasal 1847 sémpai dengan 1850 KUH Perdata.

Dari ketiga contoh klasusuls diatas perjanjian penang-
gungan vang mengatur ysang mengatur pengesampingan hak-hak
penanggung dapat diéimak adanya persamaan tTerhadap keten-
tuan vang dikesampingkan vaitu Passl 1831, 1833, 1337,

18343, 1843, dan 1848 KUH Perdata.



FPagsal 1831 KUH Perdata menetapkan .-

"Si penanggung tidaklah diwajibkan membayar kepada si
berpiutang., selainnya Jjika si berutang lalai, sedansgkan
benda-benda si berutang ini harus lebih dahulu disita
dengan dijual untuk melunasi utangnya'.

Dalam Pasal 1833 KUH Ferdata dikatakan‘tx

"Ei berpiutang tidak diwajibkén menyita;‘dan ﬁenjﬁal lebih’
dahulu benda-henda si berutang slainnva apabila itu diminta
oleh si penanggung pada waktu ia ﬁértama ﬁali dituntut di
muka hakim™. |

-

Fasal 1837

N

Avat (1) KUH Perdata dinvataksn :
_ .
"Namun itu masing-masing dari mereka, Jelas iz tidak telsh

sLimewanya untuk meminta pemecshan uvtang-—

’...l
U'

melerpaskan hak

nya, pada pertams kalinya digugat dimuka hskim. dapat
menuntut supaya si berpiutang lebih dahulu membagi piuvtang-

nva, dan menguranginya hinggs bagian masing-masing penang-
gung vtang yvang terikat secara sah'.
Avat (2} Pasal tersebul menyatakan :

“Jika pada wsaktu salash seorang penanggung menuntut pemecs-—

o

wan utangnya, seorang atan beberapa orang teman penanggung
berads kedaan tak mampu, meka sl penanggung tersebut diws-
Jibkan membayvar untuk orang-orang vang tak mampu itu menu-—

rut imbangan bagiannya; tetapi ia tidak bertanggung Jawab



Jika ketidak mampuan orang-orang i1itu terjadi setelahnva
remecahan utangnya'. |
Sedangkan PFPasal 1848 KUH Perdata menyatakan :

"Jika si berpiutang secara sukarela menerima suatu benda
tak bergerak maupun suatu benda lain sebagal pembayvaran
atas utang pokok, maka si penanggung dibebaskén karenanya,
biar pun benda itu kemudian karena suatu putusan hakim oleh

31 berpiutang harus diserahkan kepada seorang lain'.

2. Tanggung Gugat Penanggung

Pewberisn Jaminan Jjugs dikussi oleh pssal 1131 dan
1132 KUH Perdata. Pasal 1131 KUH Perdata menyatakan
Segala kebendaan si berutansg, balk yang bergerak mamupun
vang tak berherak, baik vang sudsh ada atau yang baru akan
ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segsla peri-
katannyas perseorangan’ .

Sedangkan pasal 1132 KUH Perdata menyatakan :
"Kebendaan. tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagil semus
orang yang mengufangkan kepadanya; pendapatan penjualan
benda-bends - itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu
menurut besar kecilnyva piutang masing-masing, kecuali
apabila diantara para berpiuvtang itu ada alasan-alasan yang

ssh untuk didahulukan'.



Dalam lembaga pensanggungan ketentuan tersebut mempun-
vai fungeli vang sangsat penting dan karenanva perlu dipahsami
baik oleh penjamin maupun kreditur. Dari ketentuan terse-
but, dapat dilihat bsashwa dengan dibuatnya perjanjian pe-
nanggungan, penanggung mnenjamin dengsn segala harta priba-
dinya, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik vang sudah
ada,. mavpun yang akan ada dikemudian hari. Sedangkan dalam

"

lembaga “corporate guarantee perusshaan menjamin dengan

¥)]

egala aset yang ada pada perusahaan tersebut.

Di lain pihak bagil si kreditur perlu dipahami bahwé
meskirvn =seluruh harta pribadi penjsmin menjadi Jaminan
{personal guarantee) atau seluruh aset perusshaan menjadi

- )
jaminan (corporate guarantee), kedudukan kreditur tersebut
tidak sama dengan Kreditur pemegang Jaminan  kebendssn.
Apsbila kreditur pemegang_jaminan kebendasan mempunyai hak
pricritas dalam pelunasan uvtang (kreditur  preference),
sebaliknyva kreditur pemegang‘jaminan perorangan {(personal-
/Joorporate guarantee) tidak mempunyal hak prioritas dalam
relunasan  uvtang. Kreditur rpemegang Jaminan perorangsn
adalah kreditur konkuren, artinyva hak kreditur vang ber-
sangkutan manakala debitur lalai atau pailit sama secara

aproporsional dengan kreditur (konkuren) yvang lain.



P - .

Dalam kaitannva dengan lembaga penanggungan, seorang
penanggung pada dasarnyva adalah debitur Jjuga. Sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 1820 KUH Perdata, penanggung men-—
Jamin kewajiban debitur (utama) apabila apabila ia berada
dalam keadaan lalai. Apabila kemudian ternyata si debitur
benar-benar berada dalam keadaan lalal maka sejak saat
itulah kewadiban penanggung demi hukum dimulai. Penanggung
ﬁajib memenuhi rembayaran atau pelunasan utangv debitur

terhadap kreditur, kecuali apabila Jjaminan/agunan debitur

F(sendiri telah cukup untuk kewajibannya. Andaikata

Jaminan/agunan si debitur itu belum mencukupi, maka harta
pribadi/aset perusahaan penanggung, dapat dituntut untuk
membavar RKekurangasn kewadiban si debitur (utams). Situasi

ini pada akhirnya menempatkan si penanggung csebagai debi-

-
-

tur.

Dari gambaran di atas dapat dilihat bahwa penanggung
akan menjadi debitur manakala debitur (utama) lalai. Kewaj-
iban atau tanggung gugat penanggung dengan demikian digan-
tuhgkan pada situasi apsakah debitur berada dalam,keadaan'
lzlai atau tidak.

Pasal 1131 jo 1132 KUH Perdata berlazku bagi penang-

w
H N
ct
il
w

gung dalam kapa gebagail debitur, manakala debitur
(utams) dalam keadaan lalai. Terhadap harta pribadi/ascset

perusshaan (personal/corporate guarantee)} kedudukan kredi-



tur adalah kreditur konkuren. Karena kedudukannva

kreditur konkurenlah maks sangact teriadl ke =
atau risikn a2 e e 5 DR FZrsditar Hal
ini ¢ Tard RETN ot :

“.  n2ria . pribadisaset perusahaan ;@ﬁanggung telah diikat

déngan suatu jaminan kebendaan oleh kreditur lain.

b. harta pribadi/aset perusahaan penanggung nilaiﬁya tidak
sebanding atau lebih kecil daripada Jjumlah keseluruhan
hutanghya terhadap para kreditur {konkuren)nya.

Sebagal contoh akan dikemukakan suatu beﬁtuk relaksanaan
perjanjian penanggungan dimana si debitur {utama) beradsa
dalam keadaan lalai sebagai berikui :

- E@bi%ur X mempunyai total pinjaman terhadap Bank Y sebe-
sar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupizh). Ketika
debitur X lalai melunasi utangnya barang agunan ksbendaan
milik debitur X dilelang dan hanva laku Rp. 750.000.000,-
{tujuh ratus lima pgluh juta rupiash). Dengan demikian
kekurangan kewajibaﬂ debitur X adalah Rp. 2580.000.000, -
(dua ratus lima puluh juta rupish).

- Z adalah penanggung utang debitur X terhadap Bank Y.
Dengan demikian Z mempunyai kewajiban untuk membayvar
terhadap Bank Y sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima

puluh juta rupiah).



s e .

~

- Harta pribadi Z total bernilai Rp. 1.500.000.000,- (satu

milyar ratus Jjuta rupiah). Sementara total utang Z ter-
hadap lima orang krediturnya yaitu A, B, C, I, E, adalah

sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Masing-

‘1 Jmasing kreditur = tersebut mempunyai = piutang Rp.

:’400.000.000,—J(émpat ratus juta'ruﬁiah)f

Dengah asumsi para 4krediturf A,B,C;D,Ei édélah, kreditur
konkuren maka andaikata Z berada daiém‘kedaén lalai atau
pailit akan didapat perhitungan pembayaran bhagi para'
kreditur Z (termasuk Bank Y) menurut -Pasalu_1132 KUH
Ferdata sebagal berikut

¥ Total boedel Z = Rp.1.500.000.000,-

*lfgtal kewajiban utang Z‘

= Hp.250.000.000,.- + BEp.Z2.000.000_.000,-

Bp.2.250.000.000,-
% Jumlah kreditur = 6 orang (A,B,C,D,E dan Bank Y).
% Perbandingan pembayaran = A : B : C : D : E : Bank Y
= 400.000.000 : 400.000.000 : 400.000.000 : 400.000.000

400.000.000 : 250.000.000

[

(W]

4 1 4 : 4 : 4 : 4

* Hingkasan perbanidngan
* Jumlah perbandingan = 22,5

* Jumlah harta Z yang skan dibagi = Rp.1.500.000.000,~-



* Pembayvaran terhadap masing-masing kreditur =
¥ Kreditur A,.B,.C,D,E masing-masing

4/22,5 x Rp.500.000.000,-

Rp.Z266.666.666,-

* Kreditur Bank Y = 2,5/22,5 % Rp.1.500.000.000,—

Rpx1 68581829185

Dari perhitungasn tersebut di atze Bank Y hanya mene-
rima pembavaran dari Z selaku penanggung hanya Ep.
188.918.918,- dari jumlah Rp. 250.000.000,- yang seharusnya
diterima. Inilah kemungkinan terjadinya risiko kerﬁgiah
vang akan diderita penerima Jaminan perorangan.(pefsonal—
Jocorporate guarantee) sebagaimans dimsaksud diAbagiaﬁ awWas 1

Eadi e

3. Dokumentasi Dalam Perjanjian Penanggungan

Dalam KUH Perdata tidak ditentukan bentuk dalam
pembuatan perjanjian penanggungan. Dengan demikian pemberi-
sn pensnggungan dapat dibust daslam bentﬁk tertulis maupun
lisan. Secara tertulis penanggungan dapat dibuat baik
dengan akte otentik maupun dengan akte di bawah tangan.

Deslam praktek, perjanjian pen&nggungam dibuat dalsam.
bentuk tertulis dan bahkan sering dituangkan dalam akte

otentik. Bentuk yang demikian itu semata-mata ditujukan

gt
- usSt ™ \ u\V \
\ pERS 2. T \
\ U A R\\BA*/”//



untuk kepentingan pembuktian manakala dalam pelaksanaannya
terjadi persengketaan.
Walsupun dalam KUH perdata kita tidak mensyaratkan

atu bpntuk tertulis., namun ada suatu perayaratan rokok

vang harus dlppnuhl bdgl kedbuahdn uuatu ppmbprlan Jamlnan.

’P quZdtdn 1tu dltuungkan dalaﬂL paual 1824 KUH Pprddth 

vang mpnyatdkan bahwa mebPrlan Jamlndn tldak dapdf diasum—

mf

sikan melainkan harus.dlnyatakanﬂsecara tega
Jaminan tidak dapat diperluas hingga melebihi ketentuan-
ketentuan vang menjadi syarat waktu mengadakannva. Ada
baiknya apabila dalam pembicarsan mengenai bentuk ini kita
melihat pada ketentuan yang berlaku dalam sistem Common
Law, sebagimana disebut dalam Slater mPrrantllP law sebagai
perikut :
"The distinction berween suretyship and indemnity of
rratical importance in the first place, the form of
contract depends on it, no writing is required for an
indemnity since it establishes & primary obligation
by the promisor an oral undertaking is sufficient, as
in most contracts. A guarantee, on the other hand
establishes a contingent liability of the surety and
the law requires a safeguard. Accordingly, surety’s
rromise is enforceable only if written evidence can
be furnished”.
Dalam pembuatan perjanjian penanggungan secara priba-

di  (personal guarantee) sgering dijumpai klausula vyang

menyvangkut perstujuan dari istri atau suami  penanggung

sebagal berikut (Setiawan, 1898) :

- Pemberian .

.

I .




"Maka berhubung dengan segala sesuatu yang diuraikan
si atas ini, penjamin sendiri, dengan persetujuan
istri/suami, dengan ini memberi Jjaminan kepada bank
dengan svarat dan ketentuan sebagai berikut'.
Pernyataan persetujuan dari istri atau suvami penang-
gung itu biassa disebut spouse letter. Dalam pemberian
Jjaminan perorangan, sSeorang penanggung yang telah beristri
atau bersumai harus memperoleh persetujuan dari istri atau
sumainya. Hal ini sesuai dengan yang diuraikan pada bagian
gebelumnya vyang menyangkut tanggung gugat penanggung.

‘Seorang  penanggung bertanggung gugat atas segala harta

bendanya baik yang telah atau yvang akan dimiliki. Harta

mereka  yvang membuat perjaniian kawin mengeni pemisahan.
harta, berlaku ketentuan tentang harta bersama.

Pasal 368 Undang-undang Nomor 1 Tshun 1974 tentang

Perkawinan menyatakan bahwa mengenal harta bersama, suami
atay istri dapat bertindak atas percsetujuan Redusbelszsh
pihak. Sedangkan mengenai harta bawasan masing-masing susami

dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melskukan perbuat-

an hukum mengenai harta bendanvs.

' 1o = . o, o -1
GaeE LaRl mengenal

dibawas masing-

=ing oihak padsa saat perkswinan, masuk ke dalam penger—



tian harta bersama. Tidak demikian halnya dengan Undang-
undang Perkawinan, karena menurut sistem undang-undang ini
dikenal pengertian harta asal vang pada saat perkawinan
tetap tidak dilebur ke dalam harta bersama.

Karena pemberian jaminan~oleh.seseofahg¢Yangitelah
beristri ataﬁi'bersuami sesuai"kéﬁéﬁtﬁah ‘PASAi  il3l_ KUH

Perdata meliputi jugavharta bersama,ééféka;"maké'dalam hal

“seorang suami/istri memberi Jjaminan. dibutuhkan persetujuan

dari istri/suaminya. Surat persetujuan ini lazim dinamakan
spouse letter.

Pl

Sementara itu dalam lembaga penanggungan corporate

gusrante perl adanya perhatiasn terhadapr Undang-undang

a1
o

Moh Tahun 1995 tentang Perserosn Terbatas (UUPT). Sebsb

ot

dengan adanya penanggungan dJdari peruvsahsan seluruvh ase
perusahaan tersebut berfungsi sebagsi jaminan.

Terdapat ketentuan dalam pasal B3 Undang—undang
Persercan Terbatass yvang menentuksn bahwa Jjika dalam suatn
perserocan terbatas dilskukan pengalihan atau menjadikan
Jaminan utang seluruh atau sebagian besar kekayaan perse-—
roan, maka harus dilakukan dengasn suatu rapat umum pemegang
gaham (RUPS) dengan pemberlakuan asas Super Majority (3/4
Guorum dan 3/4 Voting), dan harus pula diumumkan dalam dua

surat kabar. (Munir Fuady, 1997)




Ada keragu-raguan terhadap aksistensi Pasal 83 UUPT
tergebut terutama yvang menvangkut pengertian menjamin
seluruh atau sebagal besar dari kekayasn perseroan. Persos-
lannys adalah apaksah kats menjamin termasuk ke dalamnya
rerbuatan permasalahan menjadi penanggung, vang sebagaimana
kita ketahui membawsa konsekuensi hukum dapat digita dan
dilelangnya seluruh aset prerusahaan. Menurut hemat kami
kata “menjamin” harue ditafsirkan secara luas sehingga
masuk kedalam pengertian menjamin termasuk Juga prerbuatan
hukum pensanggung utang (corporate guarantee) @an tidak

terbata seperti Hipotik, Hak Tanggung, Gadai dan lain-

w

-~  Selsin berlakunya ketentuan hukum perseroan yang
bersifat eksternal yakni seperti yang terdapat dalam UUPT
reserta peraturan pelaksanaanya terhadap suatu corporate
guarantee berlaku Jjuga ketentuan persercan yvang internal,
vaknil seperti yang tefdapat dalam Anggaran Dasar persgerocan
tersebut. Hal ini penting untuk mengetahui siapa‘ vang
berwenang menandatangani akta penanggung tersebut, apskah
harus presiden direkturnya atau cukup salah seorang direk-

turnya. Termasuk pula yvang perlu diketshui adalah spakah

w

varat-syarat formil yang harus dipenuvhi. Misalnya, apakah
direktur dalam membuat corporatee guarantee memerlukan

persetujuan dari rapat direksi, rapat dewan komisaris, atau




e

bahkan perlu terlebih dsashulu disetujui oleh rapat umum
pemegang sahamnya. Hak-hak tersebut lazimnya diatur dalam

anggaran dasar perusahaan.

4. Penerapan Prinsip “Joint Liability”™
Pasal 18?1 kUH Perdata menentuhdn bahwa penanggung'

t1dak wajib membayvar kepada kredltur kﬁcuall tha debltur

lalai membayar utangnya,'sedangkan benda benda Sl deltur
ini harus lebih dahulu dlSlta dan leUdl untuk dlluna51u,
utangnya. e |

Apabila ketentuan di satas ditéfsir gecara harafiah
maks tertutup peluang bagli kreditur untuk mengajukén guga-—
2 dager tanggung renbteng ataﬁ joint liakility terha-
dap debitur dan penanggung. Gugatan hanya dapat dilakukan
bertahap. Gugatan pertama diajukan ke si debiturf
Apapila harta =i debitur tidek cukup untuk meluvnasi uvtang,
barulah kreditur mengajukan gugatan terhadap si penanggung.'

Mzhkamsh  Agung RI, melaluil putusannya  No.3847
E/Pdt /1988, tanggal 22 Oktober 19383 dalam kasus BALFOUE

ku

o

WILLIAMSON & CO. LTD. LONDON ternyata tidak secara k
menafsirkan ketentuan dalam Pasal 1831 KUH Perdata, seba-
liknya menyvatakan apabila debitur ingkar Janii untuk memba-
var uwhtangnya kepada Kkreditur, secara hukum (BW), pihak

debitu bersama-sama dengan para Penanggung (borgtocht)




secara tanggung renteng berkewajiban untuk membayar lunas
seluruh jumlah utangnya ditambah bunga.

Dikenal dua macam perikatan tanggung renteng vaitu
tanggung renteng aktif dan tanggung renteng pasif. Tanggung
renteng aktif adalah suatu perikatan dimana didalamnya
terdapat beberapa orang kreditur. Secara khusus tanggung
renteng aktif dapat dijumpai dalam Pasal 1278 dan 1272 KUH
Perdata-‘Sedangkan tanggung renteng pasif adalah perikatan
dimana di ‘dalamnya‘ terdapat beberapa orang debitur dan
masing-masing debitur itu dapat dituntut untuk keseluruhan
utang dan debitur tersebut tidak dapat meminta aéar utang-
nyva dipegang atau tidak dapat membayar hanya bagiannyva saja
(Pazal 1280 dan 1283 KUH Perdata).

Pemenuhan kewajiban oleh salah satu debitur membebas-
kan debitur-debitur lainnya terhadap kreditur tetapi debi-
tur-debitur lainnya itu ‘wajib membavar sebesar bhaglan
masing-masing kepada debitur yang telah membayar képada
kreditur itu (Pasal 1280 dan 1290 KUH Perdata). |

Tialam sistem Conncs Law perikatan tanggung rentseng
disebut "Joint Liability"”. Pengertian Joint Liabilit§
{Black™s law Dictionary, 1895) adalah sebagai berikuf

Liability that is cwed to a third party by two or

more other parties together. One wherein Jjoint oblig-
or has right to insist that co — obligor be Jjoined as
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BAR V

PENUTUP

1. Kesimpulan
Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah

¢

divraikan tadi dapdt ditarik kesimpulan ‘sebagai berikut

|'+

a. Pads prinsipnva perjanjian penanggungan mempunyvai sifat

accesolir. Dalam praktek hal ini banyvak disimpangi yaitu

dengan mengesampingkan hak rpenanggung agsr  kreditur
LETIAN pembayaran terlebih dahulu kerads debitur.

Konstruksi hukum vang digunakan dalsm hal ini adslzh

. Penanggung gugsat digantung
tur berada dalam keadaan lalai atauv tidsek. Pasal 1131 Jo

1132 KUH Perdata berlaku juga bagil penanggung dalam kapasi-

-+

4

bagal debitur, manaksla debitur (utama) dalam kedaan

1)

s
b=

1)

a

P

o

dudukan

l‘tl

lslsi. Terhadap harta pribadi/aset perusahazn k

kreditur adalah kreditur konkuren.

. Dalam perjanjian penanggungan secara pribadi (personsl
guarantee) diperlukan adanya “spouse letter” antuk
melindungl kerentingan kreditur. Dalam hal corporate
guarante diperlukan perhatian terhadap anggaran dasar
untuk menjamin dipenuhinya svarat formil yang dihsaruskan

oleh anggaran dasar.
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